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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan
Untuk Seluruhnya Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

14 APRIL 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2023, pukul 15.44 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU
11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 20/PUU-
XX1/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU 11/2021 dalam perkara Nomor 20/PUU-
XXI1/2023, diajukan oleh Hartono, S.H, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H, dkk, Advokat yang tergabung dalam
kantor Hukum SITOMGUM Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.
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PASAL/AYAT UU 11/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal
30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang berketentuan
sebagai berikut:

Pasal 30C hurufh UU 11/2021

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Pasal 304, dan Pasal 30B Ke]aksaan
h. mengajukan peninjauan kembalii; dan.”

Penjelasan Pasal 30C hurufh UU 11/2021

“Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan
tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi
kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan
menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan
yang sama dan seirnbang (equality of arms principle)

dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan
kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan
dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu
suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti
oleh suatu pemidanaan.”

. BATU U]J1

Bahwa Pasal a quo serta Penjelasannya dianggap Pemohon bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU 11/2021 dalam permohonan a quo, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan
konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya adalah pasal baru yang
disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU
16/2004) yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang
Kejaksaan, di mana dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk
melakukan PK namun Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan
kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35
huruf d yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d.
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mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam
perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Selain itu, salah satu alasan yang melatarbelakangi dilakukannya
perubahan UU 16/2004 adalah adanya perkembangan Kkebutuhan hukum
termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2010 yang memberikan kewenangan
kepada Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus
dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan [vide Penjelasan Umum UU
11/2021].

Bahwa terkait dengan tambahan kewenangan Jaksa untuk melakukan
upaya hukum PK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021,
Mahkamah Konstitusi telah memutus Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus
2008 yang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan terkait
dengan isu konstitusionalitas PK, yakni pada Paragraf [3.22] sebagai berikut:

“"

bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh
Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah
Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak
yang sama diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau
ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk
terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah
berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP
harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan
kekuasaan negara. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Kkecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana
atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung". Pasal yang limitatif dalam pemberian hak
mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana
pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat Kkeadilan,
walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian,
ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberikan batasan terhadap
putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli
warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas
(vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van
rechtsvervolging). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum
dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1).
Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK,
karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi
perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada
kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau
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ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa,
seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang
panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan
kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi
Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Kkewenangan yang dimilikinya
untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil
jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli
warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya
dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang
telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa
Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang
tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan
hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan
disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang
berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi”;

Selain dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008, terkait dengan isu
konstitusionalitas PK, Mahkamah Konstitusi juga telah memutus dalam Perkara
Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“ ... Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan
putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya
(feitelijke dwaling) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri
(dwaling omtrent het recht). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini
dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan
negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa,
terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut
Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi.
Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,
hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu,
Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau
Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli
warisnya;

Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan
yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana
karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah
mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau
memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa
menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun
ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981], dengan memenubhi
syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981;



Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981
telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana
maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili Kkepentingan

negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh

Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa Kkeadilan pada
masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding
atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh
terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada
pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;

Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kkecuali
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli
warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 tersebut,
menurut Mahkamah, ada empat landasan pokok yang tidak boleh
dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam
Pasal dimaksud, yaitu:

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde
zaak);

2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh
terpidana atau ahli warisnya;

4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan
pemidanaan;

Selain itu, dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016
tersebut, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK sebagaimana
termaktub dalam Paragraf [3.11] sebagai berikut:

“«

bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi
pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya
mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara
berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku
di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk
mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan
Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk
kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan
kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum
luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak
mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli
warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah
putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan
terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep
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upaya hukum bagi Kkepentingan terpidana yang merasa tidak puas
terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk
ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan
terpidana;

Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan
terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari
lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka
lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi
tidak berarti;

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat
dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang
sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara,
karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan
kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali
sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai
kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia”.

Hal lain yang juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan

Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan konstitusionalitas PK yakni
terkait dengan penegasan Mahkamah dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008
sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut:

“"

dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan
Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau
ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut
Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah
mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi
kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan
kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan
Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan
sekaligus tidak berkeadilan;

Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum
diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari
Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan
objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek
karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah
terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran
terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali”.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016

tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang
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Kkonstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh
terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas
dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, penting Bagi Mahkamah untuk
menegaskan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263
ayat (1) KUHAP a quo justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 30C
huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang telah memberikan
kewenangan Kkepada Jaksa untuk mengajukan PK telah menimbulkan
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Terlebih lagi, menurut Pemohon adanya fakta bahwa dalam perkara pidana
yang telah dijalani oleh Pemohon, Kejaksaan telah mengajukan PK meskipun
Pemohon telah dinyatakan bebas berdasarkan putusan PK yang telah diajukan
oleh Pemohon sehingga hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Selain itu, menurut Pemohon, pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan
tersebut juga didasarkan atas penuntutan yang berlaku surut karena PK diajukan
Jaksa sebelumnya atas putusan PK dari Mahkamah Agung yang membebaskan
terpidana dan telah diputus pada tanggal 15 September 2021. Sedangkan, norma
pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021
diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga materi muatan Pasal 30C
huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal
28I ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut.

Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai

berikut:
Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12] di
atas, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal
baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni
pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan.
Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan
PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung
mempunyai tugas dan wewenang: .. d. mengajukan kasasi demi kepentingan
hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha
negara”, Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat
mengajukan kasasi.

Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta
Penjelasannya dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan
kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan
penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut.
Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan
menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan
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penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa Kkhususnya dalam hal pengajuan PK
terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum.

Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas PK
telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam
Paragraf [3.12] di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan
tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan
menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK
akan berdampak terhadap terlanggarnya Kkeadilan dan Kkepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021
yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK
tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 /PUU-XIV/2016 yang menyatakan
bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau
ahli warisnya.

[3.15] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas
dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada kedua putusan
tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok
yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat
diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde zaak); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan
terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan
Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4)
Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan
Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan
semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai
secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan
kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C
huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan
mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal
pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat
terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang
adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
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[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal
30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan
menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h
dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

PENUTUP

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023
sebagaimana diuraikan diatas, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
memberikan saran sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 sebagai bahan
dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.

b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 sebagai acuan
dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 11/2021.

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara.
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